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ABSTRAK:   -     Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 

51/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk 
melaksanakan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 
pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, maka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan 
memerhatikan surat dinas KPU Nomor 493/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal 
Tindak Lanjut Putusan MK Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan telah melaksanakan Rapat 
Pleno dan menetapkan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasca Putusan 
MK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud sebagaimana tertuang dalam 
Berita Acara Rapat Pleno nomor 16/PL.02-BA/7104/2/2025 tentang Penetapan Tahapan dan 
Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara 
Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kepulauan Talaud Tahun 2024. 

 
Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:  

-  UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 
245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 
UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 
193);  

- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI 
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); 

- PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BN RI 
Tahun 2024 Nomor 60); 

- PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan 
Wakil Walikota; 
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- PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan 
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2024 Nomor 837); 

- Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

- Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

 
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 TAHUN 2025 diatur 
tentang :  Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 
2024. 
 

CATATAN:  -     Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2025. 
- Lamp :  2 hlm. 
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